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AJUKAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023, WALIKOTA MEDAN BOBBY NASUTION: 

UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BERKELANJUTAN 

Sumber gambar: https://medan.tribunnews.com/ 

 

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Di tahun 2023 akan menghadapi tantangan dan 

resiko baru perekonomian global, seperti pelemahan perdagangan global, kecendrungan 

inflasi meningkat, perlambatan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja yang menurun 

disebabkan adanya krisis pangan, energi dan ekonomi yang menerpa sebagian besar negara-

negara di dunia. 

Untuk itu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.APBD) yang 

disusun haruslah merupakan sinergi atau bauran kebijakan fiskal yang solid dan terukur 

sekaligus APBD yang responsif, antisipatif dan fleksibel. 

“Kita juga berharap, walaupun ada berbagai dampak pandemi dan faktor eksternal 

yang masih akan kita hadapi, bahkan mungkin mendorong tertundanya investasi namun 

target-target ekonomi makro yang optimistis diharapkan tetap dapat tercapai secara optimal 

sebagaimana direncanakan” kata Wali Kota Medan Bobby Nasution saat menyampaikan 

Nota Pengantar Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang 

R.APBD Kota Medan Tahun Anggran (TA) 2023 di Gedung DPRD Medan, Senin 

(10/10/2022). 

Oleh karenanya, kata Bobby Nasution, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RPKD) Tahun 2023, maka tema pembangunan kota yang ditetapkan yakni 

“Akselerasi Pemulihan Kota, Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal, Pemberdayaan Sosial, 

Pembangunan Infrastruktur Menuju Medan Berkah, Maju dan Kondusif. Tema ini pada 

dasarnya, jelasnya, dimaksud untuk menciptakan pondasi pemulihan ekonomi yang kuat. 

Sekaligus kinerja ekonomi kota yang tetap bangkit walaupun nantinya akan selalu dibayangi 

dinamika perekonomian global dan nasional. Selain itu tema ini juga mempayungi berbagai 

https://medan.tribunnews.com/2022/10/10/bupati-tulang-bawang-kunker-ke-kota-medan-walikota-bobby-sampaikan-lima-program-kerja-prioritas
https://medan.tribunnews.com/2022/10/10/bupati-tulang-bawang-kunker-ke-kota-medan-walikota-bobby-sampaikan-lima-program-kerja-prioritas
https://t-2.tstatic.net/medan/foto/bank/images/Bobby-dan-Aulia-Paripurna.jpg
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program infrastruktur/utilitas kota secara berkelanjutan serta program perlindungan sosial. 

Khususnya bagi kelompok miskin, rentan dan UMKM,” ungkapnya. 

Dalam rapat paripurna yang sebelumnya dibuka Ketua DPRD Medan Hasyim SE, 

Bobby Nasution yang hadir didampingi Wakil Wali Kota H Aulia Rachman dan Sekda Kota 

Medan Wiriya Alrahman selanjutnya mengatakan, guna meujudkan laju pertumbuhan 

ekonomi kota yang cepat dan kuat, sehingga meningkatkan produktifitas, ada beberapa 

persyaratan pokok yang harus dipenuhi yaitu adanya sinergi kebijakan fiscal dan daerah, serta 

mampu menyusun prioritas program pembangunan kota yang banyak menciptakan lapangan 

kerja baru, sekaligus efek ganda secara ekonomi. 

Kemudian, imbuh Bobby, tidak kalah pentingnya adalah seluruh stakeholder kota 

harus kompak, berkolaborasi, bersinergi dan Bersatu padu dalam pembangunan kota. 

Serta, tambahnya, mengoptimalkan pendapatan daerah sekaligus mengelola belanja 

daerah secara berkualitas, efisien, efektif dan berkelanjutan melalui konsolidasi dan 

keseimbangan fiskal yang tetap terjaga. 

 “Untuk itu, kita harus memiliki R-APBD yang sehat dan selalu diorientasikan kepada 

peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan,” paparnya. 

Dihadapan Wakil dan anggota DPRD Medan, pimpinan OPD di lingkungan Pemko 

Medan dan camat se-Kota Medan yang turut menghadiri rapat paripurna, menantu Presiden 

Joko Widodo ini selanjutnya menyampaikan, berdasarkan Nota Kesepakatan Kebijakan 

Umum Anggaran Prioritas Plaon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), maka struktur APBD 

TA 2023 disusun sebagai berikut yaitu Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp7,26 

tiliun, Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp7,86 triliun dan pembiayaan Netto 

diproyeksikan sebesar Rp594 miliar lebih. 

Berdasarkan struktur R.APBD dimaksud, jelas Bobby Nasution, maka ditentukan 

juga Belanja Pegawai ditetapkan sebesar Rp2,13 triliun lebih atau hanya 27,23 persen. 

Sedangkan untuk Belanja Modal ditetapkan sebesar Rp2,29 triliun atau 29,15 persen. 

“Hal ini menunjukkan bahwa kita mampu terus menurunkan alokasi belanja pegawai 

dan sebaliknya kita mampu meningkatkan belanja modal serta menyelenggarakan program-

program subsidi dan perlindungan sosial yang diperlukan nantinya” terangnya. 

 

Sumber Berita: 

1. https://medan.tribunnews.com/2022/10/12/ajukan - rapbd - ta – 2023 – walikota – medan 

-bobby-nasution-untuk-peningkatan-kesejahteraan-berkelanjutan, Ajukan R.APBD TA 

https://medan.tribunnews.com/2022/10/12/ajukan
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2023, Walikota Medan Bobby Nasution: Untuk Peningkatan Kesejahteraan 

Berkelanjutan, 12/10/22. 

2. https://transnusantara.co.id/2022/10/12/ajukan - r - apbd – ta – 2023 – bobby - nasution-

harus-sehat-diorientasikan-peningkatan-kesejahteraan-berkelanjutan/, Ajukan R.APBD 

TA 2023, Bobby Nasution: Harus Sehat & Diorientasikan Peningkatan Kesejahteraan 

Berkelanjutan, 12/10/22. 

 

Catatan: 

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor                                        

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor                                  

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

Pasal 1 Angka 2, 3, 4 dan 32  

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah 

daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom.  

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga 

perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah.  

32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 

rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

Pasal 57  

Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala 

daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. 

 

Pasal 59  

(1) Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala 

daerah.  

https://transnusantara.co.id/2022/10/12/ajukan%20-%20r%20-%20apbd%20–%20ta%20–%202023%20–%20bobby%20-%20nasution-harus-sehat-diorientasikan-peningkatan-kesejahteraan-berkelanjutan/
https://transnusantara.co.id/2022/10/12/ajukan%20-%20r%20-%20apbd%20–%20ta%20–%202023%20–%20bobby%20-%20nasution-harus-sehat-diorientasikan-peningkatan-kesejahteraan-berkelanjutan/
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(2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut 

gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali 

kota. 

 

Pasal 65 ayat (1) dan (2)  

(1) Kepala daerah mempunyai tugas:  

a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang 

ditetapkan bersama DPRD;  

b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;  

c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda 

tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan 

menetapkan RKPD;  

d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda 

tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; 

e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;  

f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.  

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah 

berwenang: 

a. mengajukan rancangan Perda; 

b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;  

c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;  

d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan 

oleh Daerah dan/atau masyarakat;  

e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan. 

 

Pasal 91 ayat (1) dan (2) 

(1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas 
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Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai 

wakil Pemerintah Pusat. 

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas:  

a. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas 

Pembantuan di Daerah kabupaten/kota;  

b. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;  

c. memberdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;  

d. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, 

RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata 

ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah;  

e. melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan  

f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

Pasal 104 ayat (1)   

Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan 

dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) 

bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala 

Daerah dan DPRD. 

 

Pasal 105   

(1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan 

DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta 

penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.   

(2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS. 

Pasal 106 ayat (1) dan (2)  

(1) Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD 

paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. 
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(2) Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD.   

 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 1 angka 8, 9, 28, 50 dan 54  

8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 

pengawasan keuangan daerah.  

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama 

oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.    

28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 

RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.  

50. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih.  

54. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

Pasal 15  

(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan 

kemampuan pendapatan daerah. 

(2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD 

dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan 

bernegara. 

(3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, 

dan stabilisasi. 

(4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun 

ditetapkan dengan peraturan daerah. 

 

Pasal 17  

(1) Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan 

daerah.  
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(2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan yang 

terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.  

(3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua 

penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

 

Pasal 22  

(1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari:  

a. Pendapatan daerah;  

b. belanja daerah; dan  

c. pembiayaan daerah  

(2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan 

pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan 

pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

(3) Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan 

yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. 

 

 

 


